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Sambutan
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Keahlian DPR RI
menyambut baik dengan diterbitkannya buku Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016
untuk Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI. Dengan

terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Buku ini memuat data dan informasi jumlah undang-undang dari Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI, jumlah

peraturan pelaksanaan yang sudah diundangkan dan jumlah peraturan pelaksanaan yang belum diundangkan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku ini, dan juga kepada para pihak yang ikut membantu terbithya buku ini. Menyadari bahwa

buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Mei2017
Kepala Badan Kg4hlian DPR RI,

N K. Johnson Rajagukguk, S.H..M.Hum.
NIP 195811081983031006



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil’alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha esa atas limpahan kasih
sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dalam Triwulan | (Januari s.d Maret Tahun 2017) dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul
“Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi VI (Industri, Investasi, dan
Persaingan Usaha)”. Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya
kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legisiasi dan
pengawasan.

Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabe! yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Pelaksanaan Tahun 1999-2016 yang merupakan Hasil
Pemantauan Terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi VIII, meliputi :

NO TAHUN JUMLAH NO TAHUN JUMLAH NO TAHUN JUMLAH
1. 1999 3 13. 2005 1 7. 2011 2
2. 2000 5 ' 14. 2006 1 8. 2012 1
3. 2001 - 15. 2007 3 9. 2013 -
4. 2002 - 16. 2008 1 10. 2014 4
5. 2003 1 17. 2009 2 11. 2015 -
6. 2004 - 18. 2010 - 12. 2016 -

Data dan Informasi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi VI masih terus dilanjutkan untuk update data
mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan dukungan data dan
informasi kepada Komisi VI dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang.

Jakarta, April 2017
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR R,

r

Rudi Rochmgnsyah, SH., MH.
NIP. 196902131993021001
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DAFTAR UNDANG-UNDANG

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Jasa Konstruksi

4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

8.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang

9.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

. 10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Menjadi Undang-Undang

11.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

14.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Menjadi Undang-Undang

15.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

17.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

18.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9@ Tahun 2006 tentang Sistem Resi
Gudang
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DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG

BIDANG KOMISI VI (INDUSTRI, INVESTASI, DAN PERSAINGAN USAHA)

TAHUN 1999 S.D 2016

NO JUDUL UNDANG-UNDANG

1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN

5 Maret 1999, LN No. 33
, TLN No.3817

STATUS

KETERANGAN

NEGARA (TLN
TAHUN 1999
18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun | Disahkan pada tanggal Mengamanatkan:

2 PP, 1 Kepres.

Telah Diundangkan :

1 PP terdiri dari :

T RPRS(PRENo "57  iahun
2010) mencakup 2
substansi pasal/ayat yang
mengamanatkan peraturan
pelaksanaan UU No. 5
Tahun 1999;

1 Kepres.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Disahkan pada tanggal
20 April 1999, LN No.
42, TLN No. 3821

Mengamanatkan:
5 PP, 2 Kepmen.

Telah Diundangkan:
3 PP terdiri dari :
1 PP (PP No. 58 Tahun

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016
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NO JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

2001) mencakup 2 substansi
pasal/ayat yang
mengamanatkan peraturan
pelaksanaan UU No. 8
Tahun 1999);

1 Kepmen;

Belum Diterbitkan:

ER
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun Disahkan pada tanggal Mengamanatkan :
1999 tentang Jasa Konstruksi 07 Mei 1999, LN No. 54, 9 PP.

TLN No. 3833

Telah Diundangkan :

6 PP terdiri dari :

a. 1PP (PP No. 28 Tahun
2000) mencakup 3
substansi pasal/ayat
yang mengamanatkan
peraturan pelaksanaan
UU No. 18 Tahun 1999;

b. 1 PP (PP No. 29 Tahun
2000) mencakup 4
substansi pasal/ayat

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAANAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
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NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2000 tentang Rahasia Dagang

TAHUN 2000
Disahkan pada tanggal
20 Desember 2000, LN
No. 242, dan TLN No.
4044

yang mengamanatkan

peraturan pelaksanaan
UU No. 18 Tahun 1999.

Mengamanatkan:
1 PP, 2 Kepres.

Telah Diundangkan :

3 PP terdiri dari :

3 PP(PP No. 50 Tahun
2001, PP No. 19 Tahun
2007, PP No. 75 Tahun
2007) mencakup 1
pasal/ayat yang
mengamanatkan peraturan
pelaksana UU No. 30 Tahun
2000).

Belum Diterbitkan:

2 Kepres
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun Disahkan pada tanggal | Mencabut Mengamanatkan :
2000 tentang Desain Industri 20 Desember 2000, LN [ Pasal 17 Undang- | 2 PP, 5 Kepres.
No. 243, dan TLN No. | Undang No. 5 Tahun
4045 1984 tentang | Telah Diundangkan

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAANAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPRRI




TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
Perindustrian 3 PP terdiri dari :
1 PP (PP No. 2 Tahun 2005)
mengatur substansi Pasal
15 meskipun Pasal 15 tidak
mengamanatkan PP;
1 Perpres.
Belum Diterbitkan :
4 Kepres.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Disahkan pada tanggal Mengamanatkan :
2000 tentang Desain Tata Letak 20 Desember 2000, LN 2 PP, 4 Kepres.
Sirkuit Terpadu No. 244, dan TLN No.
4046 Telah Diundangkan :
2 PP terdiri dari :
1 PP (PP No. 2 Tahun 2005)
mengatur substansi Pasal
13 meskipun Pasal 13 tidak
mengamanatkan PP;
1 Perpres.
Belum Diterbitkan :
1 PP, 3 Kepres.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun | Disahkan pada tanggal | Mencabut : Tidak mengamanatkan

2000 tentang Penetapan Peraturan

21 Desember 2000, LN

Undang-Undang No. 3

peraturan pelaksanaan

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAANAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPRRI
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
Pemerintah Pengganti Undang- | No. 251, dan TLN No. | Tahun 1970 tentang
Undang Nomor 1 Tahun 2000 4053 Ketentuan-Ketentuan Telah diundangkan:
tentang Kawasan Perdagangan Pokok Daerah | 2 PP terdiri dari :
Bebas Dan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas |a. 1 PP (PP No. 65 Tahun
Menjadi Undang-Undang dan Pelabuhan Bebas; 2014) dalam Pasal 9
ayat (2) huruf b UU No.
Diubah : 36 Tahun 2000 tidak
Undang-Undang No. 44 eksplisit
Tahun 2007 Tentang mengamanatkan kepada
Penetapan  Peraturan PP namun dalam
Pengganti Undang- konsideran menimbang
Undang Nomor 1 pada PP menyebutkan
Tahun 2007 Tentang Pasal 9 ayat (2) huruf b
Perubahan Atas UU No. 36 Tahun 2000;
Undang-Undang Nomor |b. 1 PP (PP No. 2 Tahun

36 Tahun 2000 Tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2000 Tentang
Kawasan Perdagangan
Bebas Menjadi
Undang-Undang;

Pasal 2, Pasal 3, Pasal

2009) dalam Pasal 11
ayat (4) UU No. 36

Tahun 2000 tidak
eksplisit

mengamanatkan kepada
PP namun dalam

konsideran menimbang
pada PP menyebutkan
Pasal 11 ayat (4) UU

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAANAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
4  ketentuan dalam Nomor 36 Tahun 2000.
Lampiran Undang-
Undang Nomor 36
Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan
Bebas Menjadi
Undang-Undang;
Diantara BAB VIII dan
BAB [X disisipkan 1
(satu) bab, yakni BAB
VIIA Ketentuan
Peralihan dan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 17A

Menetapkan :

Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAANAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI




TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2000 Tentang
Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2000 Tentang
Kawasan Perdagangan
Bebas Menjadi
Undang-Undang ;
53 Undang-Undang Nomor 37 Tahun | Disahkan pada tanggal Mengamanatkan:
2000 tentang Penetapan Peraturan | 21 Desember 2000, LN 1 Penetapan Badan
Pemerintah Pengganti Undang- | No.252, dan TLN No. Pengusahaan Kawasan
Undang Nomor 2 Tahun 2000 | 4045 Sabang, 1 Kepmen
tentang Kawasan Perdagangan Kehakiman dan HAM.
Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang Menjadi Undang-Undang Telah diundangkan:
2P
Belum Diterbitkan:
1 Penetapan Badan
Pengusahaan Kawasan
Sabang, 1 Kepmen
Kehakiman dan HAM.
DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016 |7
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TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN

TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN
TAHUN 2001
NIHIL

TAHUN 2002

NIHIL

TAHUN 2003

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun | Disahkan pada tanggal| Mencabut : Mengamanatkan:

2003 tentang Badan Usaha Milik | 19 Juni 2003, LN No. | a. Indonesische 11 PP; 1 Kepres; 9

Negara 70, dan TLN No. 4297 Bedrijvenwet Kepmen.
(Staatsblad Tahun
1927 Nomor 419) | Telah diundangkan:
sebagaimana telah | 10 PP;1 Kepres, 6 Permen;
beberapa kali diubah | 2 Kepmen.
dan ditambah terakhir
dengan Undang- | Belum Diterbitkan:
Undang Nomor 12 |1 PP; 7 Kepmen.
Tahun 1955 ;

b. Undang-Undang
Nomor 19 Prp Tahun
1960 tentang
Perusahaan Negara;

c. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1969
tentang  Penetapan

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016 | 8
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
Peraturan
Pemerintah

Pengganti Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 1969 tentang
Bentuk-Bentuk Usaha
Negara Menjadi
Undang-Undang.

TAHUN 2004

NIHIL

TAHUN 2005
o | Undang-Undang Nomor 2 Tahun | Disahkan pada tanggal | Menetapkan: Tidak mengamanatkan
2005 tentang Penetapan Peraturan | 03 Agustus 2005, LN | Peraturan Pemerintah | peraturan pelaksanaan
Pemerintah  Pengganti  Undang- | No. 73, dan TLN No. | Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang | 4523 Undang Nomor 1
Penangguhan  Mulai  Berlakunya Tahun 2005 tentang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun Penangguhan Mulai
2004 tentang Penyelesaian Berlakunya Undang-
Perselisihan Hubungan Industrial Undang Nomor 2
Menjadi Undang-Undang Tahun 2004 tentang

Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial Menjadi

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016 |9
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NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

9 Tahun

Undang-Undang Nomor
2006 Tentang Sistem Resi Gudang

TAHUN 2006
Disahkan pada Tanggal
14 Juli 2006 LN No. 59,
dan TLN No. 4630

Diubah :
Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2006

Tentang Sistem Resi
Gudang.

Mengamanatkan:

8

PP, 1 Perpres, 1

Penetapan Menteri.

Telah diundangkan:
1 PP terdiri dari :
a.1 PP (PP NO. 36 Tahun

2007) mencakup 8
substansi pasal/ayat
yang mengamanatkan
peraturan pelaksanaan
UU No. 9 Tahun 2006);
3 Permen (Permen
Perdagangan Nomor
35/M-DAG/PER/5/2016,
Permen Perdagangan
Nomor 08/M-
DAG/PER/2/2013,

Permen Perdagangan
Nomor 66/M-
DAG/PER/12/2009)

mencakup 1 substansi

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAANAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
pasal/ayat yang
mengamanatkan
peraturan pelaksanaan
UU No. 9 Tahun 2006;
3 Permen;
Belum Diterbitkan:
1 Perpres
 If Undang-Undang Nomor 25 Tahun | Disahkan pada Tanggal | Mencabut : Mengamanatkan:

2007 Tentang Penanaman Modal

26 April 2007, LN No.
67, dan TLN No. 4724

a.Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman
Modal Asing
sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
1970 tentang
Perubahan dan
Tambahan Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang
Penanaman  Modal

1 UU, 1 PP, 2 Perpres, 1
Permen

Telah diundangkan:

1 UU, 1 PP, 3 Perpres terdiri
dari :

1 Perpres (Perpres No. 39
Tahun 2014) mencakup 3
substansi pasal/ayat yang
mengamanatkan peraturan
pelaksanaan UU No. 25

Tahun 2007);
3 Permen terdiri dari :
3 Permen (Permen

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAANAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN

TAMBAHAN

LEMBARAN

NEGARA (TLN)
Asing; Keuangan No.
b.Undang-Undang 103/PMK.010/20186,
Nomor 6 Tahun 1968 | Permen Keuangan No.
tentang Penanaman | 159/PMK.010/2015,
Modal Dalam Negeri | Permen  Keuangan No.
sebagaimana  telah | 89/PMK.010/2015)
diubah dengan | mencakup 1  substansi
Undang-Undang pasal/ayat yang
Nomor 12 Tahun | mengamanatkan peraturan
1970 tentang | pelaksanaan UU No. 25
Perubahan dan | Tahun 2007.
Tambahan Undang-

Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang

Penanaman Modal
Dalam Negeri;
Dicabut :

a.Putusan MK No.

21/PUU-V/2007:
Menyatakan Pasal 22

ayat (1) sepanjang
menyangkut kata-
kata “‘dimuka

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI TAHUN 1999 S.D 2016
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAANAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPRRI
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NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

b.Putusan

sekaligus” dan
“‘berupa”, Pasal 22
ayat (2) sepanjang
menyangkut kata-

kata “di muka
sekaligus”:
Pasal 22 ayat (4)
sepanjang

menyangkut kata-
kata “sekaligus di
muka” uu
Penanaman  Modal
bertentangan dengan
UUD 1945 sehingga
tidak mempunyai
kekuatan hukum
mengikat.

MK No.
22/PUU-V/2007 :
Menyatakan : Pasal
22 ayat (1) sepanjang
menyangkut kata-
kata “di muka
sekaligus” dan
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NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

“‘berupa"”, Pasal 22
ayat (2) sepanjang
menyangkut kata-
kata “di muka
sekaligus”; Pasal 22
ayat (4) sepanjang
menyangkut kata-
kata “sekaligus di
muka” uu
Penanaman  Modal
bertentangan dengan
UUD 1945 sehingga
tidak mempunyai
kekuatan hukum
mengikat

Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang

Disahkan pada Tanggal
26 April 2007, LN No.
68, dan TLN No. 4725

Mencabut :
Undang-Undang Nomor
24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang

Mengamanatkan:

2 UU; 14 PP; 1 Perpres, 9
Permen; 3 Perda Provinsi;

3 Perda Kabupaten.

Telah diundangkan:

1 UU, 4 PP terdiri dari :

a.1 PP (PP No. 15 Tahun
2010 tentang
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
Penyelenggaraan
Penataan Ruang) telah
mencakup 2 pasal/ayat
yang mengamanatkan
b. 1 PP (PP No. 26 Tahun
2008 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah
Nasional) telah mencakup
8 pasal/ayat yang
mengamanatkan);
1 Perpres, 8 Permen, 1
Kepmen, 7 Perda Provinsi, 6
Perda Kabupaten.
Belum Diterbitkan:
1 UU, 1 PP, 4 Permen, 1
Perda Provinsi, 2 Perda
Kabupaten.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun | Disahkan pada Tanggal | Menetapkan : Mengamanatkan:
2007 Tentang Penetapan Peraturan | 01 November 2007, LN | Penetapan Peraturan | 1 Keputusan Dewan
Pengganti Undang-Undang Nomor | No. 130, dan TLN No. | Pengganti Undang- | Kawasan;
1 Tahun 2007 Tentang Perubahan | 4775 Undang Nomor 111 Penetapan Badan
Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang | Pengusahaan;

Tahun 2000 Tentang Penetapan

Perubahan

Atas

1 Kepmen Kehakiman dan
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NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2000 Tentang Kawasan
Perdagangan Bebas Menjadi
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2000 Tentang
Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2000 Tentang
Kawasan Perdagangan
Bebas Menjadi
Undang-Undang;

Mengubah :

Pasal 2, Pasal 3, Pasal
4 ketentuan dalam
Lampiran Undang-
Undang Nomor 36
Tahun 2000 tentang
Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan
Bebas menjadi
Undang-Udang;

Hak Asasi Manusia

Belum diterbitkan:

1 Keputusan Dewan
Kawasan;

1 Penetapan Badan
Pengusahaan;

1 Kepmen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
Diantara Bab VIII dan
Bab IX disisipkan 1
(satu) bab, yakni BAB
VIIA Ketentuan
Peralihan dan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 17A
TAHUN 2008
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun | Disahkan pada tanggal | Mencabut : Mengamanatkan:
2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil | 4 Juli 2008, LN No. 93, | Undang-Undang Nomor | 5 PP, 1 Perpres.
dan Menengah dan TLN No. 4866 9 Tahun 1995 tentang

Usaha Kecil Telah diundangkan:

1 PP terdiri dari :

1RR: (PP~ No. 17 Tahun
2013) mencakup 5
substansi pasal/ayat yang
mengamanatkan peraturan
pelaksanaan UU No. 20
Tahun 2008.

Belum diterbitkan:
1 Perpres

TAHUN 2009
Undang-Undang Nomor 30 Tahun | Disahkan pada tanggal | Mencabut : Mengamanatkan:
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NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

2009 tentang Ketenagalistrikan

23 September 2009, LN
No. 133, dan TLN No.
5052

Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan.

Berdasarkan Putusan
MK No. 58/PUU-
X1l/2014, Pasal 54 ayat
(1) dinyatakan
bertentangan  dengan
UUD 1945 dan tidak
mempunyai  kekuatan
hukum mengikat

a. Pasal 54 ayat (1)

Undang-Undang

11 PP, 3 Permen.

Telah diundangkan:

3 PP terdiri dari :

a.1 PP (PP No. 14 Tahun
2012) mencakup 8
substansi pasal/ayat yang
mengamanatkan
peraturan pelaksanaan
UU No. 30 Tahun 2009;

b. 1 PP (PP No. 62 Tahun
2012) mencakup 3
substansi pasal/ayat yang
mengamanatkan

Nomor 30 Tahun peraturan pelaksanaan

2009 dinyatakan UU No. 30 Tahun 2009;

bertentangan 4 Permen.

dengan UUD NRI

1945 secara | Belum diterbitkan:

bersyarat 1 Permen

(inkonstitusional

bersyarat); Pengujian di MK:

b. Pasal 54 ayat (1) |a. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Negara Republik
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NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

Nomor 30 Tahun

2009 tentang
Ketenagalistrikan
dinyatakan
bertentangan
dengan UUD NRI
1945 secara
bersyarat
(inkonstitusional
bersyarat);;

c. Kewajiban pemilikan
sertifikat laik
operasi untuk
setiap instalasi
tenaga listrik
sebagaimana
dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (4)
Undang-Undang

Nomor 30 Tahun
2009 tentang
Ketenagalistrikan

dapat diberlakukan
sejak putusan

Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat tidak
dimaknai, “ Setiap orang
yang mengoperasikan

instalasi tenaga listrik
tanpa  sertifikat laik
operasi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
44 ayat (4) dipidana
dengan denda paling
banyak Rp

500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah);

Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat tidak
dimaknai, “Setiap orang
yang mengoperasikan

instalasi tenaga listrik
tanpa  serifikat laik
operasi  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal
44 ayat (4) dipidana
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NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

Mahkamah ini
diucapkan;

d. Sanksi pidana denda
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1)
Undang-Undang
Nomor 30 Tahun
2009 tentang
Ketenagalistrikan
dapat diberlakukan
sejak putusan
Mahkamah ini,
namun tidak
berlaku untuk
instalasi listrik
rumah tangga
masyarakat;

dengan denda paling
banyak Rp
500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus

Disahkan pada tanggal
14 Oktober 2009, LN
No.147, dan TLN No.
5066

Mencabut :

a. Undang-Undang
Nomor 36 Tahun
2000 tentang
Penetapan
Peraturan

Mengamanatkan:
6 PP, 2 Perpres, 1 Kepres.

Telah diundangkan:
13 PP terdiri dari :
a. 1 PP (PP No. 96 Tahun
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NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN) DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang
Kawasan
Perdagangan
Bebas dan
Pelabuhan Bebas
Menjadi  Undang-
Undang;
Undang-Undang
Nomor 44 Tahun
2007 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2007 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor 36 Tahun
2000 tentang
Penetapan

2015) mencakup 16
substansi pasal/ayat
yang mengamanatkan
peraturan pelaksanaan
UU No. 39 Tahun 2009;
1 PP (PP No. 2 Tahun
2011) mencakup 3
pasal/ayat yang
mengamanatkan

peraturan pelaksanaan
UU No. 39 Tahun 2009.

1 Perpres; 1 Kepres.
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
Peraturan
Pemerintah

i 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2006 tentang Sistem Resi Gudang

TAHUN 2010
NIHIL

TAHUN 2011
Disahkan pada tanggal
8 Agustus 2011, LN No.
78, dan TLN No. 5231

Pengganti Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang

Kawasan
Perdagangan
Bebas dan
Pelabuhan Bebas
Menjadi  Undang-
Undang.

Mengubah :
Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2006 tentang
Sistem Resi Gudang

Mengamanatkan:
12 PP, 2 Peraturan
Lembaga Jaminan

Telah diundangkan:

4 PP terdiri dari :

a.1 PP (PP No. 1 Tahun
2016) mencakup 4
substansi pasal/ayat yang
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
mengamanatkan
peraturan pelaksanaan
UU No. 9 Tahun 2006;
b.1 PP (PP No. 70 Tahun
2013 dan PP No. 36
Tahun 2007) mencakup
11 substansi pasal/ayat
yang mengamanatkan
peraturan pelaksanaan.
Belum diterbitkan:
2 Peraturan Lembaga
Jaminan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun | Disahkan pada tanggal | Mengubah Mengamanatkan:

2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi

8 Agustus 2011, LN No.
79, TLN No. 5232

Undang-Undang Nomor
32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan
Berjangka Komoditi

1 Perpres, 1 Permen, 7
Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi.

Telah diundangkan:
1 PP, 3 Peraturan Kepala

Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka
Komoditi.
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TANGGAL

2012 tentang Perkoperasian

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian

29 Oktober 2012, LN
No. 212, dan TLN No.
5355

Disahkan pada tanggal
15 Januari 2014,

Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian);

Dicabut :

Putusan MK Nomor
28/PUU-X1/2013 :
Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian tidak
mempunyai  kekuatan
hukum mengikat

Mencabut :
Undang-Undang Nomor

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN

TAMBAHAN

LEMBARAN

NEGARA (TLN)
Belum di:
1 Perpres, 1 Permen, 4
Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan

Ber'lanika Komoditi.
1. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun | Disahkan pada tanggal | Mencabut : Mengamanatkan:

10 PP, 6 Permen.

Telah diundangkan:
2 Permen.

Belum diterbitkan:
8 PP, 4 Permen.

Mengamanatkan:
1 UU, 26 PP, 2 Perpres, 2
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
LN No. 4, dan TLN No. 5 Tahun 1984 tentang | Penetapan Presiden, 8
5492 Perindustrian Permen, 7 Penetapan
Menteri.
Telah diundangkan:
5 PP terdiri dari :
1 PP (PP No. 41 Tahun
2015) mencakup 8 substansi
pasal/ayat yang
mengamanatkan peraturan
pelaksanaan UU No. 3
Tahun 2014;
1 Perpres;
Belum diterbitkan:
1 UU, 11 PP, 2 Perpres, 2
Penetapan Presiden,
8 Permen, 8 Penetapan
Menteri.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun | Disahkan pada tanggal | Mencabut : Mengamanatkan:
2014 tentang Perdagangan 11 Maret 2014, LN No. | a.Ketentuan yang | 9 PP,14 Perpres,18 Permen.
45, dan TLN No. 5512 mengatur mengenai

Perdagangan dalam
Bedrijfsreglementerin

Telah diundangkan:
1 PP terdiri dari :
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
gs Ordonnantie 1934, | 1PP (PP No. 11 Tahun
b.Staatsblad 1938 | 1962) terdapat pada pasal
Nomor 86; yang mengamanatkan
c.Undang-Undang Perpres;

Nomor 2 Prp Tahun

1960 tentang
Pergudangan
sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
1965 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah

Pengganti Undang-

Undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang
Perubahan Undang-
Undang Nomor 2 Prp
Tahun 1960 tentang
Pergudangan Menjadi
Undang-Undang;
d.Undang-Undang
Nomor 10 Tahun

4 Perpres, 12 Permen.

Belum diterbitkan:
9 PP,10 Perpres, 7 Permen.
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
1961 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 1961 tentang
Barang Menjadi
Undang-Undang;
e.Undang-Undang
Nomor 8 Prp Tahun
1902 tentang
Perdagangan
Barang-Barang dalam
Pengawasan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun | Disahkan pada tanggal Mengamanatkan:
2014 tentang Keinsinyuran 22 Maret 2014, LN No. 5 PP, 1 Perpres.
61, dan TLN No. 5520
Telah diundangkan:
1 Kepres.
Belum diterbitkan:
5 PP, 1 Perpres.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun | Disahkan pada tanggal Mengamanatkan:
2014 tentang Standardisasi Dan | 17 September 2014, LN 11 PP, 2 Perpres, 4
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN) DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
Penilaian Kesesuaian No. 216, dan TLN No. Keputusan Kepala BSN, 1
5584 Peraturan Kepala BSN, 1
Peraturan Kepala Lembaga
Pemerintah Non
Kementerian.

Telah diundangkan:
1 PP terdiri dari :
1 PP telah mencakup 5

pasal/ayat yang
mengamanatkan), 3
Perpres,

2 Keputusan Kepala BSN.

Belum diterbitkan:

5 PP, 2 Keputusan Kepala
BSN, 2 Peraturan Kepala
BSN, 1 Peraturan Kepala
Lembaga Pemerintah
Nonkementerian.

TAHUN 2015
NIHIL

TAHUN 2016
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LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TAHUN 1999 - 2016
BIDANG KOMISI VI
(INDUSTRI, INVESTASI, DAN PERSAINGAN USAHA)



DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

TIDAK SEHAT

(TANGGAL 5 MARET 1999 ; L.N.R.I NOMOR 33 ; T.N.R.I NOMOR 3817)

NO

PASAL & AYAT YANG
DITINDAKLANJUTI
DENGAN PERATURAN
PELAKSANAAN

PERATURAN PELAKSANAAN

PP

PERMEN /
KEPMEN

PERPRES /
KEPRES

PERATURAN

PERUNDANG

-UNDANGAN
LAINNYA

UU TERKAIT

KETERANGAN

Pasal 28 ayat (3)

lebih  lanjut
penggabungan
badan
dilarang
dimaksud
(1), dan
mengenai
saham

Ketentuan
mengenai
atau peleburan
usaha yang
sebagaimana
dalam ayat
ketentuan

pengambilalihan

PP  No.
Tahun
Tentang
Penggabungan
atau Peleburan
Badan Usaha
dan
Pengambilan
Saham
Perusahaan

57
2010

perusahaan sebagaimana | Yang  Dapat

dimaksud ayat dalam (2) | Mengakibatkan

pasal ini, diatur dalam | Terjadinya

Peraturan Pemerintah. Praktik
Monopoli dan
Persaingan
Usaha Tidak
Sehat
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NO

PERATURAN PELAKSANAAN

PASAL & AYAT YANG
DITINDAKLANJUTI
DENGAN PERATURAN
PELAKSANAAN

PP

PERPRES /
KEPRES

PERMEN /
KEPMEN

PERATURAN

PERUNDANG

-UNDANGAN
LAINNYA

UU TERKAIT

KETERANGAN

Pasal 29 ayat (2)

Ketentuan tentang
penetapan nilai aset dan
atau nilai penjualan serta
tata cara pemberitahuan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.

57
2010

PP No.
Tahun
Tentang
Penggabungan
atau Peleburan
Badan Usaha
dan
Pengambilan
Saham
Perusahaan
Yang  Dapat
Mengakibatkan
Terjadinya
Praktik
Monopoli
Persaingan
Usaha Tidak
Sehat

dan

Pasal 34 ayat (1)

Pembentukan Komisi serta
susunan organisasi, tugas,
dan fungsinya ditetapkan
dengan Keputusan

Presiden.

Kepres No. 75
Tahun 1999
Tentang Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(TANGGAL 20 APRIL 1999 ; L.N.R.I NOMOR 42 ; T.N.R.I NOMOR 3821)

NO

PASAL & AYAT
YANG
DITINDAKLANJUTI
DENGAN
PERATURAN
PELAKSANAAN

PERATURAN PELAKSANAAN

PP

PERPRES /
KEPRES

PERMEN /
KEPMEN

PERATURAN

PERUNDANG

-UNDANGAN
LAINNYA

uu
TERKAIT

KETERANGAN

Pasal 29 ayat (5)

Ketentuan lebih Ilanjut
mengenai  pembinaan
penyelenggaraan

perlindungan konsumen
diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

PP No. 58 Tahun
2001 tentang
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Perlindungan
Konsumen.

Pasal 30 ayat (7)

Ketentuan pelaksanaan
tugas pengawasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3)
ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

PP No. 58 Tahun
2001 tentang
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Perlindungan
Konsumen.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembentukan
Badan Perlindungan
Konsumen Nasional

diatur dalam

PP No. 57 Tahun
2001 Tentang
Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional
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NO

PASAL & AYAT
YANG
DITINDAKLANJUTI
DENGAN
PERATURAN
PELAKSANAAN

PERATURAN PELAKSANAAN

PP

PERPRES /
KEPRES

PERMEN /
KEPMEN

PERATURAN

PERUNDANG

-UNDANGAN
LAINNYA

uu
TERKAIT

KETERANGAN

Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tugas
lembaga perlindungan
konsumen swadaya
masyarakat
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.

PP No. 59 Tahun
2001 tentang
Lembaga
Perlidungan
Konsumen
Swadaya
Masyarakat.

Pasal 46 ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut
mengenai kerugian
materi yang  besar
dan/atau korban yang
tidak

sedikit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan
Peraturan
Pemerintah.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan
tugas dan wewenang

Kepmen
Perindustrian dan
Perdagangan
Republik
Indonesia No.
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PASAL & AYAT

PERATURAN PELAKSANAAN

YANG
PERATURAN
NO | R o - PERPRES/ | PERMEN/ | PERUNDANG | -~ - | KETERANGAN
PERATURAN KEPRES KEPMEN -UNDANGAN
LAINNYA
PELAKSANAAN
badan penyelesaian 350/MPP/Kep/12/
sengketa konsumen 2001
Daerah Tingkat Il diatur Tentang
dalam surat Pelaksanaan
keputusan menteri. Tugas dan
Wewenang
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen
7. | Pasal 54 ayat (4) Kepmen
Perindustrian dan
Ketentuan teknis lebih Perdagangan
lanjut mengenai Republik
pelaksanaan tugas Indonesia No.
majelis diatur dalam 350/MPP/Kep/12/
surat 2001
keputusan menteri. Tentang
Pelaksanaan
Tugas dan
Wewenang
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

(TANGGAL 7 MEI 1999 ; L.N.R.I NOMOR 54 ; T.N.R.I NOMOR 3833)

NO PASAL & AYAT YANG PERATURAN PELAKSANAAN
DITINDAKLANJUTI § ERATHIRAN uu
DENGAN PERATURAN PP PERPRES /| PERMEN/ | PERUNDANG TERKAIT KETERANGAN
PELAKSANAAN KEPRES KEPMEN -UNDANGAN
LAINNYA
1. | Pasal 7 PP No. 28
Tahun 2000
Ketentuan tentang jenis tentang Usaha
usaha sebagaimana dan Peran
dimaksud dalam Pasal 4 Masyarakat
ayat (1), bentuk usaha Jasa
sebagaimana  dimaksud Konstruksi
dalam Pasal 5 dan bidang PP No. 4
usaha sebagaimana Tahun 2010
dimaksud dalam Pasal 6 Tentang
diatur lebih lanjut Perubahan
dengan Peraturan Atas PP No.
Pemerintah. 28 Tahun 2000
Tentang Usaha
dan Peran
Masyarakat
Jasa
Konstruksi
PP No. 92
Tahun 2010
Tentang
Perubahan
Kedua Atas
Peraturan
Pemerintah
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NO

PERATURAN PELAKSANAAN

" DITINDAKLANJUTI PERATURAN |
PERPRES /| PERMEN/ | PERUNDANG KETERANGAN
DENGAN PERATURAN PP TERKAIT
PELAKSANAAN KEPRES KEPMEN -UNDANGAN
LAINNYA
Nomor 28
Tahun 2000
2. Pasal 10 a. PP No. 28 Tahun
2000 tentang
Ketentuan mengenai Usaha dan Peran
penyelenggaraan Masyarakat Jasa
perizinan usaha, klasifikasi Konstruksi.
usaha, kualifikasi usaha, b. PP No. 4 Tahun
sertifikasi  keterampilan, 2010 Tentang
dan sertifikasi keahlian Perubahan Atas
kerja sebagaimana Peraturan
dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah
dan Nomor 28 Tahun
Pasal 9 diatur lebih lanjut | 2000 Tentang
dengan Peraturan Usaha dan Peran
Pemerintah. Masyarakat Jasa
Konstruksi.
c. PP No. 92 Tahun
2010 Tentang
Perubahan
Kedua Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28 Tahun
2000
3. Pasal 21 ayat (2) a. PP No. 29 Tahun
2000 tentang
Ketentuan mengenai tata Penyelenggaraan
cara pemilihan penyedia Jasa Konstruksi;
jasa sebagaimana | b. PP No. 59
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NO PASAL & AYAT YANG PERATURAN PELAKSANAAN
DITINDAKLANJUTI EERAILIBAN uu
PERPRES /| PERMEN/ | PERUNDANG KETERANGAN
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